
ITEPUTUSAIT IITPAI,A IIANTOR WIL/IYAII
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 699 TAHUN 2O2O

TENTANG

PEMBERIAIT IZIN OPERASIONAL
MADRASAII IBTIDA TATI IIIDAYATUL WILDAN GAMBTING I{ABUPATEIIT BAIIDUNG

DENGAIT RAIIMAT TUIIAN YANG MAIIA ESA

KEPALA KANTOR WILAYNI XTMENTERIAN AGAIIA PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang
bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat mela-lui organisasi
berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan
standar nasional pendidikan;

bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam keputusan ini telah
memenuhi persyaratan administratif, teloris dal kelayakan
sebagaimana mestinya sesuai dengan hasil visitasi dan verifikasi Tim
Penilai, Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bandung Nomor B-2O1 I \<K.LO.4 I 02 I PS.OO I 4 I 2O2O tanggal
28 April 2O2O dan Nota Dinas Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan
Madrasah Nomor 0002/NDIPMI2O2O tanggal 19 Juni 2O2O sehingga
layak diberikan izin operasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian lztn
Operasional Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Wildan Gambung
Kabupaten Bandung;

Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3O1);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Gurl dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 757,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a586);

Mengingat : 1.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor
47, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2015 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OO8 tentang Pendanaan
Pendidikan (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

b.

c.

2.



6.

7.
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Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 794, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2OlO tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dal Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor
l.l2,Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasiona-l Nomor 24 Tahun 2OO7 Standar
Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah,
Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah
Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasionaf Nomor 15 Tahun 2O7O tentang
Standar Pelayanan Minima-l Pendidikan di Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2O13 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2O7O tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten /Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OI3 Nomor a6l;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar
Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan
Bahasa Arab di Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 11);

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentarg
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentalg
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada
Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684l;

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2OI2 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O12 Nomor 851);

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2Ol3 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik indonesia
Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah heberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2076
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 9O
Tahun 2073 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2IO7);

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Taleun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2076 Nomor 1a95);
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MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KEPALA I{ANTOR WILAYAH KEMEIITERIAN AGAMA
TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH HIDAYATUL UIILDAN GAMBUNG
KABUPATEN BANDUNG.

Memberikan izin operasional madrasah kepada Madrasah
.sebagaimar.a tercaltum daiam Lampiral yarrg merupaka:t bagial
tidak terpisahkan dari Keputusarr ini.

Setelah jangka waktu 7 taL:lun, Kepala Madrasah yang bersangkutan
wajib:

a. Menyampaikan laporan perkembalgan Madrasah kepada Kepala
Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit
perkembangan jumlah peserta didik, pelaksana-al kurikulum,
pelaksanaan pemenuhan standar sarerna prasarana, dan
pelaksanaan pememrhan standar pendidik dan tenaga
kependidikal; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah
kepada BAP:S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal perkembalgan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA huruf a dinilai memenr.rhi standar pelayanal
minimal penyeienggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat
minimal C, maka izin aperasional sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU tetap berlaku.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud da-lam
Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi staldar pelayanan
minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat
peringkat minimal C, maka izin aperasional sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Juli 2A2O

KEPALA KANTOR WILAYAH
IIEUENTERIAIT AGAUA

JAITA BARA'T



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : O002llPMl2O2O

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

Alamat

Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi

Penyelenggara Madrasah
Akte Notaris Penyelenggara
Pengesahan Akte Notaris

MADRASAH IBTIDAIYAH HIDAYATUL WILDAN GAMBUNG
KP. GAMBUNG RT/RW O1l04 DS. MEKARSARI KEC.

PASIRJAMBU KAB. BANDUNG
MEKARSARI
PASIRJAMBU
KABUPATEN BANDUNG
JAWA BARAT
AL-AMAL GAMBUNG
NO.29 KANYANTI LUKITA SARI. SH. MKN

AHU. OOO517.AH.O1.O4 TAHUN 2016 TANGGAL 29 JANUARI
2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

Bandung, 14 Juli2O2O

KEPALA KANTOR WII.AYAH
KEMENTERIAN AGAMA

JAWA BARAT

{.

1 1 1 2 3 2 0 4 0 2 2 6
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPAI,A KANTOR UIILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAUIA BARAT
NOMOR 699 TAIIUN 2O2O
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAII IBTIDATTAII HIDAYATI'L WILDAII GAMBUNG
KABUPATEN BANDUNG

IDEIYTITAS MADRASATI

1 Nama Madrasah Madrasah lbtidaiyah Hidayatul Wildan

Gambung

2 Nomor Statistik Madrasah LL7232040226

3 Alamat Madrasah Kp. Gambung Rt/rw OIIO4 Ds. Mekarsari Kec.
Pasirjambu Kab. Bandung
Desa/ Kelurahal Mekarsari
Kecamatan Pasirjambu
Kabupaten Bandung
Provinsi Jawa Barat

4 Nama Organisasi Penyelenggara Al-Amal Gambung

5 Al<te Notaris Organisasi

Penyelenggara

KANYANTI LUKITA SARI. SH. MKn

No. 29 Tanggal 23 Januari 2OL6

6 Pengesahan Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

AHU. 000517.AH.01.04 Tahun 2016

Tanggal 29 Jamari 2016


